BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan dalam penulisan

hukum ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

I.

Bahwa pengaturan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan yang
objek jaminan gadai sudah diatur melalui kebijakan internal
perusahaan dan kebijakan eksternal. Dimana kebijakan internal ini
tercantum dalam Peraturan Direksi No. 76 Tahun 2022 tentang
Pedoman Layanan Gadai Express. Sedangkan dalam kebijakan
eksternal tercantum pada Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan
Gadai (PUPDJG) sebagai dasar perjanjian antara PT Pegadaian
dengan debitur yang terintegrasi sebagai satu kesatuan dengan
Surat Bukti Gadai (SBG) beserta dengan syarat dan ketentuan yang
melekat padanya.

PT Pegadaian memberikan ganti rugi maksimal sebesar Rp
10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai kompensasi kerugian
ata hilang dan rusak nya objek jaminan terjadi karena proses
pengiriman. Hal ini dikarenakan objek jaminan yang dapat
digadaikan melalui Gadai Express hanya terhadap objek jaminan
yang memiliki nilai maksimal Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta
Rupiah).

Akan tetapi jika ditinjau dari ketentuan dan pengaturan
pada produk layanan Gadai Express ini, pengaturannya masih
kurang terintegrasi dan menimbulkan makna ganda terkait apakah
objek jaminan yang hilang atau rusak akibat kurir sebagai pihak
ketiga sudah pasti diberi ganti rugi atau tidak. Objek jaminan gadai
bisa dalam penguasaan kurir tidak hanya pada saat barang dikirim
ke outlet pegadaian tetapi pada saat barang akan dikembalikan
kepada nasabah baik dalam hal terjadi pembatalan transaksi gadai

atau saat utang nasabah telah lunas dibayarkan. Dalam ketentuan
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pengembalian objek jaminan lunas, masih terdapat ketentuan yang
bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), dimana PT Pegadaian sebagai penerima gadai,
seharusnya bertanggung jawab atas kerugian atau hilangnya objek
jaminan akibat kelalaiannya. Meskipun kelalaian tersebut tidak
dilakukan secara langsung olehnya, PT Pegadaian tetap harus
bertanggung jawab karena nasabah telah memberikan kuasa kepada
PT Pegadaian.

Adapun praktik yang dijalani oleh PT Pegadaian
menunjukkan adanya inkonsistensi, di mana ketentuan yang
dijalankan belum tercantum dalam kebijakan produk layanan Gadai
Express. Syarat ketidakharusan untuk menunjukkan bukti
pembayaran atau nota objek jaminan yang dijaminkan untuk
mendapatkan ganti rugi apabila terjadi risiko kehilangan atau
kerusakan saat pengiriman, tidak sejalan dengan kebijakan yang
telah ditetapkan. Inkonsistensi ini menciptakan ketidakjelasan
dalam pelaksanaan dan penegakan ketentuan tersebut.

Berdasarkan hal-hal diatas didapatkan ketidaksesuaian dan
inkonsistensi atas aturan kehilangan atau kerusakan objek jaminan
yang dilakukan oleh kurir pada dasar perjanjian produk layanan
Gadai Express. Hal ini memberikan dampak ketidakpastian hukum

bagi kepentingan nasabah dan dapat merugikan para pihak.

Gadai online belum diatur secara spesifik di dalam peraturan
perundang-undangan Indonesia. Oleh karena itu penulis meninjau
bentuk pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh PT
Pegadaian yang telah melaksanakan gadai online secara langsung
melalui produk layanan Gadai Express nya. Setelah ditinjau,
pengaturannya mencerminkan konsep vicarious liability dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu bentuk
pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh perusahaan atau
majikan kepada karyawan yang bekerja dan bertindak untuk

kepentingan perusahaan.
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Terdapat konsekuensi yang berbeda muncul berdasarkan
syarat mutlak gadai yang berdasar pada Pasal 1150 KUHPerdata
yaitu apabila kerusakan atau kehilangan terjadi sebelum
penyerahan dari pemberi gadai kepada PT Pegadaian, maka
tanggung jawab berada pada pihak jasa kirim. Sebaliknya, jika
kerusakan atau kehilangan terjadi saat penyerahan kembali dari PT
Pegadaian kepada pemberi gadai, maka tanggung jawab ada pada
PT Pegadaian karena ‘penyerahan’ telah terjadi.

Kemudian bentuk upaya penyelesaian sengketa sebagai
bagian dari pertanggungjawaban hukum pada gadai online ternyata
tidak jauh berbeda dengan upaya penyelesaian sengketa dalam
gadai konvensional, yaitu jika tidak bisa diselesaikan melalui
musyawarah dan mufakat, penyelesaiannya akan diarahkan kepada
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha
Pergadaian.

Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023
tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, serta
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61 tahun 2020
tentang Lembaga Alternatif Sektor Jasa Keuangan, tidak ada
keterangan Lembaga Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha
Pergadaian, melainkan penyelesaian dilakukan oleh Lembaga
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yaitu
lembaga yang melakukan upaya non-litigasi atau penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. PT Pegadaian juga telah mengatur
upaya penyelesaian sengketa tersebut di dalam PUPDJG nya
namun masih bersifat umum. Pengaturan secara khusus seperti
metode yang dipilih dan prosedur penyelesaiannya belum diatur

dalam kebijakan internalnya maupun eksternalnya.
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5.2.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, ada beberapa saran

yang dapat diberikan kepada beberapa pihak, yaitu:

1. PT Pegadaian

Pemantapan Kebijakan Internal dan Eksternal:

e PT Pegadaian harus dapat memastikan bahwa penyusunan

kebijakan internal dan eksternal perusahaan mereka
menyangkut risiko kehilangan atau kerusakan objek
jaminan yang terjadi akibat kurir atau saat pengiriman,
diatur secara jelas dan tegas. Pengaturan dilakukan sejak
pengiriman objek jaminan ke outlet pegadaian hingga
pengembalian objek kepada nasabah ketika utang telah
lunas.

PT Pegadaian harus dapat mengintegrasikan dan
mempertegas kebijakan PT Pegadaian dalam memberikan
pertanggungjawaban atas objek jaminan yang hilang atau
rusak akibat tindakan pihak ketiga, khususnya kurir, dalam
perjanjian antara PT Pegadaian dengan debitur (PUPDIJG)
agar tidak bertentangan dengan KUHPerdata dan POJK No.
22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor

Jasa Keuangan.

Klausul Integrasi:

e Menambahkan klausul integrasi dalam PUPDIJG, seperti:

"Ketentuan di dalam Perjanjian Utang Piutang Dengan
Jaminan (PUPDJG) ini merupakan satu kesatuan
sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam syarat dan
ketentuan Gadai Express, syarat dan ketentuan objek
jaminan lunas, serta Peraturan Direksi Nomor 76 Tahun
2022 tentang Pedoman Layanan Gadai Express." Dengan
demikian, nasabah memiliki landasan hukum yang kuat
serta memperoleh perlindungan dan kepastian hukum

apabila terjadi risiko di masa yang akan datang
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Klausul Perubahan Kebijakan:

e Menambahkan klausul yang memungkinkan perubahan
ketentuan dengan pemberitahuan tertulis kepada nasabah,
seperti: "Pihak PT Pegadaian berhak untuk melakukan
perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
Utang Piutang dengan Jaminan (PUPDJG) dengan
memberikan pemberitahuan tertulis kepada nasabah
setidaknya 30 hari sebelum perubahan tersebut berlaku."

Audit Berkala:

e Melakukan audit berkala terhadap seluruh pedoman, isi
perjanjian, dan syarat ketentuan dalam aplikasi Gadai
Express. Audit ini bertujuan memastikan setiap perubahan
dilaksanakan dengan benar, sesuai kebijakan, dan menilai
efektivitas layanan. Identifikasi potensi perbaikan untuk
menjaga keselarasan perjanjian serta meningkatkan kualitas
layanan dan kepatuhan regulasi.

Pengaturan Penyelesaian Sengketa:

e Mengembangkan pengaturan yang lebih terperinci
mengenai metode dan prosedur penyelesaian sengketa oleh
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa
Keuangan (LAPS SJK) dalam peraturan direksi terkait
produk layanan Gadai  Express. Ini  mencakup
langkah-langkah yang harus diambil oleh nasabah dalam
menghadapi sengketa dan upaya yang akan dilakukan oleh
PT Pegadaian dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

e Mencantumkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
di Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam PUPDIG,
bukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di
Bidang Usaha Pergadaian, sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan

kepastian hukum bagi nasabah.
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2. Nasabah atau Debitur
Pemahaman Ketentuan:

e Meningkatkan pemahaman nasabah mengenai syarat dan
ketentuan yang berlaku dalam layanan Gadai Express,
termasuk tanggung jawab dan hak mereka jika terjadi
kehilangan atau kerusakan objek jaminan.

e Memberikan pemahaman kepada nasabah, bahwa nasabah
berhak untuk berkonsultasi dengan PT Pegadaian atau
pihak berwenang lainnya jika ada ketidakjelasan atau
masalah yang muncul terkait layanan Gadai Express.

Dokumentasi:

e Memastikan nasabah menyimpan bukti transaksi, nota, atau
dokumentasi terkait objek jaminan yang digadaikan untuk
memudahkan proses klaim ganti rugi jika diperlukan.

3. Kurir
Pelatihan dan Kesadaran:

e Meningkatkan pelatihan dan kesadaran kepada kurir
mengenai pentingnya keamanan dan perlindungan objek
jaminan selama proses pengiriman. Ini meliputi
pemahaman mendalam tentang tanggung jawab mereka
dalam menjaga kondisi objek jaminan agar tidak rusak atau

hilang.
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